
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja, perlu menyusun peta jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

b. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan aparatur sipil negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur, diperlukan peta jabatan
yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah
kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap jenjang
jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur;
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7034);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati Cianjur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten
Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah
adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cianjur.

PERATURANBUPATICIANJURTENTANGPETAJABATANDI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENCIANJUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 26);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
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BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Peta Jabatan disusun sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan
pegawai bagi Perangkat Daerah dan sebagai dasar dalam penempatan
Aparatur Sipil Negara dan penentuan rantai supervise sesuai kelas jabatan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberi kejelasan dalam
perencanaan, kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BABIII
PETAJABATAN

Pasa13

(1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisisjabatan.

(2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi

tentang:

a. susunan nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,

Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana pada

Perangkat Daerah;

b. informasi Kelas Jabatan;

c. persediaan (bezetting); dan

d. kebutuhan pegawai.

5.0rganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi
Negara.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

9. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan Hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.

10. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi,
administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang tergambar
dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan
yang paling tinggi.
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CECEP S, ALAMSYAH
BERITADAERAHKABUPATENCIANJURTAHUN2025 NOMOR533

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 6 Mei 2025
SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIANJUR,

MOHAMMADWAHYUFERDIAN

Ttdj'cap

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATICIANJUR,

Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasa15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cianjur

Nomor 800.1.1/ Kep.250-Setda/ 2024 ten tang Penetapan Peta J abatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BABIV
FORMASIJABATAN

Pasal4

(1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi dasar

formasi jabatan.

(2) Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

dasar un tuk:

a. perencanaan kebutuhan pegawai;

b. penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja; atau

c. mutasi pegawai ASN.
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